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Segala puji bag Allah SWT yang telah melimpahken nikmst

Q dan rahmat-Nya serta memberi petunjuk, sehingga kami dapat

menyelesalkan  penyusunan LEJIP (Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah) Tahun 2023 dengan baik, sesuai fime schedule yang
direncanakan,

Laporan kinetja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanasan tugas
dan fungsi, antam lnin scbagni alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan
tugas dan  fungsi Pengadilan  Agama Watampone, wujud trunsparansi  seria
petanggungjawaban kepads masyarakat pencari keadilan, serta merupakan alat kendali
dan alat pemacu peningkatan kinerja sefiap pegawai maupun hakim di lingkungan
Pengadilan Agama Watampone. Kinerja Pengadilan Agama Watampone diukur atas dasar
penilaian  Indikator Kinea Utama (IKU) wang merupakan indikator keberhasilan
pencapaian Sasaran Strategis scbagaimana telah ditetapkan dalum Peranjien Kinera
Tahun 2024,

Kami berupaya menyajikan laporan ini secara objektif, transparan dan akuntabel
dengan senantiasa melakukan perbaikan, baik dalam hal data, maupun lavewr dan tabel
agar lebih menarik. Namun kami menyadan adanya keterbatasan schingga pasti ditemui
kekurangan dan ketidaksempurnasan, Oleh karena itu, saran yang konstruktif dari semua
pibak sangat diharapkan demi peningkatan kinerja dan kesempurmaan laporan ini di masa
yang akan datang.

Akhimya hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan kepada segenap pihak
vang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaan laporan ini diucapkan terima kasih.
Semoea laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamimn.
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Dengan berakhimya Tahun Anggeran 2023, menandai Pengadilan Apama
Watampone telah menyelesalkan Rencana Kinerjanyas tahun ketign Bencana Sirategis
Tahun 2020-2024, yang diwujudkan dalam Rencana Kinega Tahun 2023, Implementasi
Rencana Strategis 2020-2024 dan Rencana Kinega Tahun 2023 Pengadilan Agama
Watampone diupayakan dapat mengimplemnentasikan Visi dan Misi Mahkamah Apung,
khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone.

Laporan Kinesa Instansi Pemerintah (LEjIP) Tahun 2023 merupakan benmk
pertangpungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
Tahun 2023 LKjIP ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone
selami tahun 2023, vang merupakan pelaksanaan kinerja lembaga Yudikatif sebagai salah
satu pelayan publik dalam menjalankan kekuasaan Kehalkiman.

Keberhasilan di bidang manajemen dan pelayanan serta penyelesaian perkara
tentu bukan hanya keberhasilan dari komponen para tenaga Teknis Pengadilan Agama
Watampone scmata, tetapi juga mencerminkan  keberhagilan  seluruh  komponen,
dukungan supporting umil sena parisipasi stakeholder Pengadilan Agama Watampone
secara wmum dalam mewujudkan aparatur peradilan yang profesional, efektf, efisien dan
bersih, yang merupakan fujuan utama dalam rangka peningkatan pelayanon bagi
masyarakal pencan keadilan,

Keberhagilon capaian sasaran strategis di atas diukur dengan Indikator Kinerja
Utama (IKU), yang menggambarkan peran Pengadilan Agama Watampone dalam
memberikan nilai manfaal pada masyarakat Pengukuran kinerja dilakukan dengan
menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegatan. Pengukuran tersebut
digunakan untuk menunjukkan secarn langsung kaitan antara sasaran dengan indikistor
kinerjunya, sehinggn keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tabunam yang
ditetapkan depat dilihat dengan jelas. Selain im, untuk memberikan penilaian yang lebih
independen melalui indikator-indikator owtcomes atau sutp? dan Kegialan yang tereat
langsung dengan sasaran vang diinginkan.




Pengadilan Agama Watempone telah menetapkan 4 {empat) sasaran stralégis yang
akan dicapai dalam tahun 2023, Keempat sasaran strategis tersebur selanjutnya diukur
dengan mengaplikasikan pada 10 indikator kinerja,

Secara wmum dapat disimpulkan bahwa dari 4 {empat) sasaran strategis vang
ditesapkan dalam Penctapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat 2 (dua) sasaran
strategis yang berhasil dilaksanakan dengan sangat baik (di atas 100%), yaitu sasaran
strategis | dan [L Terdapat | (satu) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan
baik (100 %) yaitu sasaran [1I. Sedangkan 1 (satu) sasaran strategis lainnya buruk yaitu
sazaran [V,

Secara kescluruhan, rata-rats tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama
Watampone tahun 2023 adalab sebesar 94,22 % Rincian capaian kinerja masing-masing
indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel RE.1
Capaian Sasaran Strategis

: T e T T ,
#. Persentase perkara yang diselesaikan tepat walkiu,

B1% | 90.60 % | 109,54%
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan apaya hukoum 95% | 99.79% 105 %

Banding

€. Persentase perkara yang tidak mengajukan upayva hukum PR | 9994 % | 10197 %

Koasasi

d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap B5% | D625% | 113,23%

Iayasan peradilan,

Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1 107,435 %

Peninghkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesuian Perkara

& Persentase salinan putusan yang disampailen ke pam 100% | 9353% | 9353%

pihak tepat waki,

b. Persentase perkara yang diselesoikan melahii mediasi A% 256 % BS,33 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasarun Struscgis 1 : 80,43 %%

Meninghkatuya Akses Peradilan bagi Masynrakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodes yang diselesaikan 00 % | 100% | 100%




b.Persentasc perkara yang diselesaikan di luar Gedung 100% | 100%% 100%;
Pengadilan
¢.Persentase Pencari Keadilan Golongan Teneniu yang 100% | 1008 T
Mendspat Layanan Bavtuan Hikum (Posbakusi)

Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategia 111 100 %

Meningkatnya Kepatuhan Terhudap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yung Ditindaklanjuti | 100% | 80 % B0%
(dieksekusi)

mit.pmmmamhummyw: 50 %

Capaian kinetja Pengudilan Agama Walampone secars keseluruhan pada tahun
2023 menunjukkan kinerja yang positif. Hal tersebut dibuktikan dengan naiknya rata-rata
nilal capaian seluruh sasaran strategis vaitu scbesar 94,22 %, Apabila dibandingkan
mmmmumm-mmmmsmmm%ﬂh

terdapat kenaikan sebesar 9,53 %,




Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama
Watampone uniuk tahun anggaran 2023 sesusi Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.
Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab
manajemen Pengadilan Agama Watampone.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan
secara akurat, andal, dan valid,

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan
dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.
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A. Latar Belakang

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinetja organisasi menepakan hasil yang
diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk ity perlu adanya
pengukuran pada tiap sasaran strategis dengan indikator kinerjanya agar dapat
diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja instansi.

Pengadilan  Agama Watampone  sengnliass  berupaya  mengoptimalkan
pencapaian kinerja dan secara pericdik menyusun laporan untuk memberikan
informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dar hasil analisis
terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya
perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinera di waktu yang akan
datang.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Watampone mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 temang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemenntah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pelunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Kedodukan, Tugas, dan Fungsi Pengadilan Apama
1. Kedudukan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satm Lembaga Megara, secars
konstitusional didudukkan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di
bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, schagaimana disebutkan dalom
pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Dalam pasal ini dimuat bahwa
kekuasaan  kehakiman dilakukan oleh sebuph Maohkamah Apung dan badan
peradilan  yang berada dibawahnya dolam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama. lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan




Tatz  Usaha Negara, dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi, untuk
menyelenggarnkan peradilan guna menegakican hukum dan keadilan,

Fada pasal 1 ayat (V) Undang-Undang MNomer 9 Tohun 2010 tentang
Keprotokolan disebutkan Pejabat Negara adalah pimpinen dan anggota lembaga
negara schagaimani dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 19435 dan Pejabat
Megara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang. Sedangkan pasal 19
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman
disebutkan secara tegas bahwa Hakim adaloh Pejabat Negara yang melaksanakan
kekuasian kehakiman, dan dikaitkan dengan pasal 18 Undang-Undang tersehut,
Hakim dimaksud zdalah hakim Peradilan Umum, hakim Peradilan Agama, hakim
Peradilan Militer maupun hakim Peradilan Tata Usaha Negara.

Yang dimaksudkan sebagai hakim dalam pasal | ayat (5) Undang-Lndang
Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasasn Kehakiman adalah hakim pada
Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya
dalam lingkungan Peradilon Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan
Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dan Ketua pada
penigadilan semun badan peradilan berstatus sebagai hakim.

Sedangkan sesual dengan beberapa ketentuan di atas, vang dimaksud Ketua
Pengadilan semua badan peradilan adalah Ketua Pengadilan Negeri, Ketua
Pengadilan Agama, Kema Pengadilan Militer den Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara. Dengan demikian ketua pengadilan agama merspakan salah satn dan
vang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di atas,

1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Watampone merupakan Pengadilan Tingkat Pertama
yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-
perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah
yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wagqaf, zakat, infaq dan shadagah
serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun
2008,

Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikout :
a. Menenma, memeriksa, mengadili, menyelesaikan'memuius setiap perkara yang

disjukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomer 14 tabun 1970

bt et | 2




b. Pasal 1 ayat (1) UL Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
adalah Kekuassan Megara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan
guni menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi
terselenggaranya Negars Hukum Republik Indonesia,

c. Pasal 49 UL Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubeh dengan
UU Momor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedus Nomer 50 Tabun 2009 yang
menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
moemutus dan menyelesaikan perkara di tingkat Pertama antara orang-orang
yang beragama lslam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf,
ZLakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak.

d. Pasal 52 (a) menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itshat Kesaksian
Rukyamul Hilal dan Penentuan Awal Bulan pada tabun Hijriyah.

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Adminisirasi Kepaniteraan bagi
perkira Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

b. Memberikan pelayanan di bidang Administrusi Perkara banding, Kasasi, dan
Peninjauan Kembali serta Adminisirasi Peradilan lainnya.

. Memberikan pelayanan Administras: Umum pada semus unsur di Lingkungan
Pengadilan Agama,

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasibat tentang Hukum [slam pada
instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.

e. Memberikan pelayanan permohonan periolongan pembagian harta peninggalan
i Juar sengketa antar orang — orang yang beragama Islam,

. Wagrmerking Akta Keabliwarisan dibawah tangan untuk  penpambilan
depositoftabungun dan sebagainya.

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,
memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset ¢ penelitian,
pengawasan terhadap advokat / penasehal hukum dan sehagainya,

. Strategi Organisasi
Untuk mengakselarasi terwujudnya lembaga vang memberikan  jaminan
kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan, sangat dipengaruhi oleh

kualitas kinerja aparat peradilan i sendin. Dalam komteks i, maka upaya

A




peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan mutlak dilakukan secara
lerus meterus. Semakin tnggi kualitss kinerja dan integritas aparat peradilan,
senmakin tinggl pula jaminan kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan
publik terhadap lembaga peradilan.

Kebijakan dan strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Watampone dalam
peningkatan kualitas kinerja adalah melalui perbaikan sistem manajemen perkara dan
peningkatzn kualitas sumber daya aparatur peradilan, yang antara lain cutputnya
adalah percepatan penyelesaian perkara secara transparan dan akuntabel, Kualitas
kinerja sangul mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat penyelesaian perkara. Dan
seg inilah, espektasi publik, khususnya bagl para pencari keadilan dapat memperoleh
kepastian hukum, Hal-hal yang perlu menjadi fokus perhatian untuk mendukung
kebijakan dan strategi peningkaton kuahtas kinerja dan integritas spamt peradilan,
antara kain:

1. Penmgkatan kinetja
Peningkatan Kinerja sangat mencntukan dalam sistem manajemen perkara
yang akuntabel dan transparan schingga masyarakal pencani keadilan dapat
mempereleh kepastian hukum. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendulung
kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah
a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutagi
sesuai dengan kompetensi pengawasan eksternal dan internal,
b. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya,
¢. Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi vang memadai,
d. Penugasan parn hakim maspun pegawai mengikuti diklat online untuk
meningkatkan wawasan dan pengetahuan,
€. Pengawazan iriwilan oleh hakim pengawas bidang.

2. Penmngkatan kualitas pelayanan publik
Salah satu tolak ukur untuk menilai tingg rendabnya tingkat kepuasan publik,
khusugnya bagi para pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan adalah
pelayanan yang berkualitas. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik, diperiukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
n. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan dengan mengatur secara jelas
hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan.

b. Memiliki mekanizme penanganan pengaduan.
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. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakal dan Indeks Persepsi Anti Korupsi,
sekali dalam enam bulan,

d. Meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informas: untuk pelayanan
publik.

2. Melokukan bviefing pagi terhadap petugas pelayanan, minimal sekali Semingm.

D Permasalahan Utama (Serategic Fssued)

Tumutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak mjuan
hukum dan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya fdngan menuntut adanya efisiens]
dan efektivitas pekerjsan. Perkembangan teknologi modem umumnya meningkatkan
kecepatan dan efisiensi penyelesaian sustu pekerjaan. Dengan mengpunakan
teknologl tinggi, biaya pekerjaan dapat lebih murah dengan wakiu yang lebih cepat.
Mamun rasio antara ketersedinan sarana teknologi medern tersebut dengan jumlah
pengguna masih jauh dan cukup. Untuk itu, peningkstan teknologi yang tepat guna
harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efcktivitas semua pekerjaan yang
dilukukan.

Masalah wtama yang kin adalah masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat.
Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat merupakan hambatan serins
dalam pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, unuk mengurangi hambatan
terscbut diperlukan adanya upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kesadaran
hiubourm masyarakat.

Ada empat unsur yang dapa: mendukung peningkatan kesadaran dan ketaatan
hukum masyarakat yakni (1) pengetabuan tentang hubom, (Z) pengetahuan tenfang isi
hukaam, (3) sikap hukum, (4) pola perilaku hukum

Pengetahuan mengenai hukum atau ketentuan merupakan awal darl kesadaran
dan ketaatan terhadap hubum, Meskipun hukum vang hidup dalam masyarakat adalah
hukurn  agama [slam dan  merupakan  salah  satn benmk peluang  ontk
menyvelenggarakan migas pokok, petapl sebagian masyarakat masih memizahkan
antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain dalam bidang perkawinan,
Daliam beberapa kasus terjadi perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan
prosedur hukum yang ditentukan dalem Undang-Undang.

Dalam hubungan kelembagaan, baik cksekutif maupun yudikatif belum secara
nyata memandang sederajal antars Pengadilan Agama dengan Peradilan Unvam. Hal




tersebut juga memben pengarub terhadap pemahaman masyarakat sehingga memberi
dampak pada produk Pengadilan Agama. Sebagai deskripsi, terhadap putusan
Pengadilan Agama yang dimohonkan eksekusi, sangat sulit mendapatkan bantuan
pengamanan dari plhak Kepolisian setempat dalam pelaksanasn eksekusi
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A. Rencana Strafegis 2020 - 2024

Rencana stratepis Pengadilan Agama Walampone yang ditetapkan dalam
Jangks waktu lima tahunan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan
Jangks Menengah Nasional {(RPTMN} Tahun 2020-2024, Rencana strategis terschut
dapat dikatakan scbagai suatu proses partisipatif sistematis dan berkelanjutan yang
membantu Pengadilan Agama Watampone untuk memusatkan semua kegiatan dalam
pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi.

Bagi manijemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan
hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Watampone telah berupaya untuk
mendefinisikan apa vang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasikan strategi,
memperjelas prioriias organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut.

Uniuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan
fungsi senantiass harus dilandasi dengan visi, misi dan wjuan serta sirategi yang
secara jelas dirumuskan dalam Rencana Stralegis Pengadilan Agama Watampone.
Rencana Strategis, memual penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi {cara
mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, sera
ukuran keberhasilan dalam pelaksansannya. Sclanjuimya, rencana kinerja kegiztan
akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencansan kinega
tahunan dalam kurun wakto 5 (lima fahun) pada 2020-2024 yvang menjabarkan
kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis.

Rencana kinerja Pengadilan Apgama Watampone menjadi landasan dan titik
iwal dan rangksian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat visi Pengadilan
Apama Watampone, yaitu




Aprma Watampone memiliki kepribadian yang bersib dalam melaksanakan fugasoya
sehari-hari seria memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkmerja
tinggi dalam menjalankan perannyz sebagai pelayan masyarakat dalam menjaga
martabat lembaga peradilan khususnya peradilan agama.
Dalam rangka mencapai visinya terscbut, telah dirumuskan misi berikut :
1} Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone;
2) Memberikan pelayanan hokum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada
pencari keadilan;
3} Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap
kinerju dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone;
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

L. Tujuan dan Sasaran Strategis
Dan visi dan misi Pengadilan Agama Watampone, selanjutnya ditetapkan

wjuan sebagai benkut ;

a) Terwujudnya kepercaynan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses
peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

b) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan
teknologl informasi;

¢) Terwujudnya peningkatan akses peradilin bapn masyarakat miskin dan
lerpinggirkan;

d) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakal pencari keadilan.

Sasiran strategls yang ielah ditetapkan Pengadilan Agama Watampone
merupakan penjabaran dar tejuan dan program yang telah ditetapkan, Penetapan
sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana
kinerja dam alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional
organisssi tap tahun.

Berikut adalah sasaran straiegis (outcome) vang hendak dicapai Pengadilan
Agama Watampone schagai berikut ;

a) Terwujudnya peradilan yang pash, transparan dan akuniabel;

b} Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesatan perkara;

¢) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
d) Meningkainya kepamhan terhadap putusan pengadilan.




Z. Program Ulama dan Kegiatan
Implementasi penjabaran Rencana Steategis dalam rangka mencapai visi dan
misi Pegadilan Agama Wammpone dituangkan dalam dokumen perencanaan
berupa Penetapan Kinerja Tahun 2023, Penctapan kinerja ini merupakan sebuah
bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang di dalamnya memual rumusan Indikator
Kinerja Utama (outcome) beserta targetnya. Indikator oufeome ditmplementasikan
ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan dapat divkur dengan
indikator kinerja output.
Adapun program dan Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan Pegadilan
Agama Watampone sebagai berikut
a) Program Penegakan dan Pelayvanan Hukum
Kegiatan pokok vang dilaksanakan adalah;
1) Meningkatkan dan memantapkan terselenggaranya tertib administrasi
Peradilan Agama sesuai pedoman yang berlaku;
2)  Memantapkan penermpan penggunaan formulir administrasi perkara;
5) Meningkatkan penerapan pelaksanaan Pola Bindabmin;
4) Melaksanakan pembuatan laporan perkara bulanan, triwulan dan tshunan
serta menyampaikan laporan yvang benar dan tepat waki;
5) Mengupayakan ruang arsip perkara yang nyaman, aman dan steril;
i) Moelaksanakan pengelolaan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajuk
(PFNBP);
71 Meningkatkan pelayanan hukum melabi Poshakum;
#) Meningkatkan layanan untuk para pencari keadilan yang kurang mampu
secarn proden, sesuai anggaran yvang ada dalam DIPA Satker 309076;
9 Memaksimalkan upaya mediasi;
10} Percepatan penyelesatin perkara;
11} Penvelesaian sisa perkara;
12} Penelitian berkas perkara disampaikan secam lengkap dan tepat wakiug
13} Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu;
14) Publikasi dan transparanzi proses penvelesaian dan putusan perkara.

b} Program Dukungan Manajemen.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

17 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan, baik teknis, Kepaniteraan dan




Kesekretariatan;

Z) Meningkatkan koordinasi antara  Bendahsra Pengelusran  dengan
Kasubbag. Umum dan Keuangan, Kasubbag Perencanaan, Teknologi
Informasi, dan Pelaporan, Pejabat Pembust Komitmen dan Kuasa
Pengguna Anggaran {Sekretaris) dalam pengelolaan keuangan:

3} Memyusun dan menyempumnakan / melengkapi file pegawai, baik manual
maupun clekironik (SIKEP);

4} Meningkatkan tertib administrasi sistem pelaporan inventaris ¢/ BMMN
dengan mengpunakan aplikasi SAKTI;

3)  Meningkatkan kualitas tata persuratan yang dikelola;

6) Mengupayakan pembayaran langganan daya dan jasa kantor (listrik,
PDAM, website, lisensi video conference, internet dan telepon) secara
tepat wakiu,

7} Menmngkatkan tenib pembukuzn kepangan oleh Bendahara Pengeluaran
dan Bendahara PNBP, baik Buku Kas Umum maupun buku lainnya, serta
Pengarsipannys;

8) Melakukan Rekonsiliasi dan Realisasi Anggaran Belanja DIPA Satker
07309 dan DIFA Satker 309076 setiap awal bulan dengan KPPN;

%) Melakukan pelaporan monitoring evaluasi realisasi anggaran DIPA Satker
307509 dan DIPA Satker 309076 melalui website tersedia;

10 Meningkatkan pelayanan informasi melalui website dan media sosial;

1) Mengupayakan pengajuan REA-KL dengan data pendukung yang akurat
dan lengkap untuk tahun 2025 secara tepat wakiu;

12) Tindak lanjut pengaduin yang masnk;

13) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa;

14) Pengadnan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama
Watampone;

15) Memberikan  layanan  dukungan  monajemen  pengadilan  dalam
merealisasikan Inventaris Perkantoran CPNS (Meja dan Kursi);

I6) Meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

17) Mengupayakian penghapusan barang-barang inventaris kantor yang rusak

beral,




B

Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Agama Watampone telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
sebagai tolak wkur wotuk dapal menentukan keberhasilan dari sasaran strategis,
sehagaimana terlampir dalam laporan ini.

Revisi Rencana Kinerja Tahuon 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 menggambarkan sasaran, program dan kegiatan
tahunan beserta indikator kineganya sebagaimana telah ditetapkan dan digunakan
schagal dasar pengajuan angpuran.

Penyusunan rencana kinemja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan
anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun
terteniu dengan indikator pada tingkar sasaran den kegiatan. Guna mewujudkan
sasaran tahun 2023, Pengadilan Agama Watampone menetapksn Rencana Kinerja
Tahunan sebagaimana terflampir dalam Iaporan ind.

Revisi Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Perjanjian Kinerja pada dasarmya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang
merepresentisikan tekad dan janji untuk mencapai kinega yang jelas dan terukour
dalam rentang waktu satu tahun tenentu dengan mempertimbangkan sumber daya
vang dikelolanya.
Adapun tujuan penyusunan penetapan ( perjanjian kinerja adalah sebagai
berikur ;
l. Scbagai wujud nyais komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Mencipatakan twolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
3. Scbagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasoran
organisasi serta schagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai desar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai,

Perenjisn Kinega Tahun 2023 merupakan kinege tahun keempat dari Rencana
Srategis Pengadilan Agama Watempone 2020-2024, yong didubung dengan
anggaran sebesar Ep 10.373.445000,- (seteleh penambahan anggaran belanja




pegawel). Adspen dokumen Perjanjian Kinega Pengadilan Apama Watampone
Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Revisi Penctapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tanl-rl.]jmlnan a. Persentase perkara yang diselesaikan lepat

Peradilan yang wakiu,
5‘“"- i 'b. Persentase perkara yang Tidak 95 %
““Fm]" " | Mengajukan Upaya Hukum Banding.
Aloantabe ¢. Persentase perkara yang Tidak S8 %
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi,
d. Index persepsi pencari keadilan yang puas 83
terhadap layanan peradilan.
2 | Peningkatan . Persentase salinan putusan vang 10k %5
Efektivitas disampaikan ke para pihak tepat wakiu
P = =
"F"Eﬂm“’iﬂn b. Perls;nm perkara yang disclesaikan 3%
F[ enyclesaia melalui Mediasi.
3 | Meningkatmya | a. Persentase Perkara Prodeo yang 100 %
A.i:a:a ) diselesaikan.
E{m‘nﬂ:lm bagl B Persentase perkara yang disclesaikan di 100 %
asyarakat 1 Pengad
Miskin dan R oW eugabian, e
Terpinggitkan | & Persentase Pencari Keadilan Golongan 100 %%
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Poshakum).
4 | Meningkatnya | Persentase Pulusan Perkara Perdata yang 100 %%
Kepatuhan Ditindaklanjuti (dacksekasi)
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Dari alokasi anggaran yang ada, digunakan Pengadilan Agama Watampone
untuk mendukung terwujudnys program tahun 2023 yang tergambar seperti tabel
berikut im ;

Tabel 2.2
Aloknsi Anggaran Pengadilan Agama Watampone Tahun 2023

Program Dukungan Manajemen Rp. 103731445000




1 | Kegiatan Pembanaan Adminisirasi dan Pengelolaan Bp D073 445 (0
Ecuangan Bacan Umsan Administrasi
Layanan Limam B 13209 )
Layanan Perkantoramn Rp. 10.360.236.000
2 | Kegistan Pengadann Sarana dan Prassrana o Lingkangan | Rp. 124,020 000
Mahkamah Agung
Layanan Sarana Intemal Rp. 124 020000
Program Penegakan don Pelayanan Hukum REp. 183357 000
|| Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 185,357,000
Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Perucilan Agams | Rp. TOLND, ()
Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Disslesaikan | BP- 19.250,000
meladun Pembebasan Biaya Perkara
Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Disclesaikan | Rp. 43707000
Perkara di Lingkungan Peradilan Agama vang Disclesaikan | Bp. 500,400, ()

mielalul Sidang Terpudu




A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitzs  kinerja  adalah gambaran mengenm  tingkat pencapaian
pelakzanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, twjuan,
misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strutegis suam
Organi=as,

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, uniuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode
untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditctapkan.

Pengukuran tingkal capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone tahun
2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara targel pencapaian indikator
kinerju yang telzh ditctapkan dengan realisasinya.

Adapun sasaran srategis yang hendak dicapai pada Pengadilan Agama
Watarnpone dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan reviu rencana strategis
yang telah ditetapkan (2020 — 2024) dan progres report pada Tahun 2023 adalah
sebagai beriku
1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,

2. Peningkatan efcktivitas pengelolaan penyelesaian perkara,
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan,

Berikut ini merupakan pencapeian target kinerja seliap sasaran strategis -




Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama
Watampone dalam memberikan peradilan yang past, transparan dan akustabel

Sagaran im ferdin dari empat indikator Kinena yaitu :
u. Persentase perkara vang diselesaikan tepat waktu;

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding:
¢. Persentase perkarn yang tidak mengajukan upays hukum Kagasi;

d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan,

Pencapaian tlargel indikator kinerja tahun 2023 pada sasaman tersebut dapat

digambarkan pada tabel beribout ini.

Tabel 3.1

Pencapaian Targel Indikator Kinerja Tabun 2023 pada Sasasan |

4. Persentase perkora yang diselesaikan tepat waktu. 91% | 99,69% | 109,34 %

b. Persentase perkarn yang tidak mengajukan upaya D3% | WTRe | 105 %
hukum Banding,

€. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 98 % | 99.89% | 101,97 %
hukum Kasasi.

d. Index persepsi pencari keadilan yang puss terhadap BEOe [9625% | 113,23 %
|ayaran peradilan.

Hate-Huts Capaisn Sasaran I Tahun 2023 @ 107,435 %%
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Tabel 3.3
Perbandingan realisas: kinerja sasaran | sampai dengan tahun 2023 dengan target
Jjangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategss

= Persentase perkara perdats agama
yang diselesaikan tepat wakty, 97,29 % | 99,68 % | oRBI% | 99,81 % | 99,69 %

b. Persentase perkars yang tidak
mengajukan upaya hukum Banding, | 99-1% | 9971 % | 9966% | 9947 % | 99,79 %

¢. Persenitase perkara yang tidak

mengajukcan upays hukam Knsasi, | S0 1 | PRTL% | 99.96% | 00869 | 99,94 %
d. Index persepsi pencari keadilan van

puas terhadap lavanan peradilan, Bl s3ss | oras | eanr 95,23 % | 96.25%

Analisis atas capaian indikator-indikator di atas adalah sebagai berikut :

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbundingan perkara
yang dipatus tepat wakiu dengan perkara yang diputus seluma periode berjalan.
Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat
waktu pada tahun 2023 ditargetkan 91 % dari jumlah perkara vang ada.

Tabel 3.4
Jumlah Perkars Perdata Agama yang Diselesaikan Tahun 2023

1 i 0 il
2 | Febroari 164 1 0 il
i | Mare 167 (¥] [1] 1]
4 | April a4 (5] 1] 1]
5 | Mo TE T 0 i
6 | Jumi 150 1% 1 a
7 | Jubi 147 21 | il
8 | Agusms 134 B i 0




9 | September | 147 7 0 0

I | Oktober 218 16 2 0

Il | MNopember 137 4 | 0 0

12 | Desemnber 1549 i | i 1
Jumlah 1762 204 4 1]
“Totul 1.970

Berdasarkan tbel di atas, dan 1.970 perkara perdata agama yang diselesaikan,
terdupat 1.966 perkara yang tepat wakiu, sehingga realisasi 99,79 %,

Jumlah Perkara yang Diselesaikan
4

B Diputus 1 5'd 3 bulan
B Diputus 3 5/d & bulan
= Diputus lebih dari & bulan |

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu
target 91 %4, sedangkan realisas: sampai dengan 99,79 &5,

2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih
lebih yaitu sebesar 8,79 %, dari target 91 % sedanpgkan realisasinya 99,79 %,
Dengan demikian capaian kinenga pada indikator ini adalah 100,54%,

3. Perbandingan antara realisasi sertn capaian kinerja tahun 2023 dengan tabhun laku
dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada abel 3.2 di atas,

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinena tersebut
dari tahun 2009 — 2023 sebagai berikut ;
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Berdasarican grafik di atas, capaian indikator kinerja pada tabun 2019, 2020
terus meningkat. Namun pada tahun 2021, capaiannya menurun, dan pada tahun
2022 capaian kembali meningkat, Tetapi pada tabun 2023, capaiannya kembali
menurun menjadi 109,54 %.

4. Perbundingan antara realisasi kinerja sampai dengan tabun ini dengan target
jangks menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan siralegris dapat
dilihat pada tabel 3.3 ¢ atas.

Pada tabel 3.3 realisasi indikator kinega tahun 2023 adalab 99,54 9%. Jika
dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perendanaan stralegis yaitu rata-rata 91,4 %, maka realisasi indikator kinerja
melebihs target.

5. Adopun  faktor-fakior yang mendukung keberhasilan pencapaian  kinesja
penyelesaian perkara secara tepat wakm adalah :

a) Adanya ketentuan KMA Nomer 2 14KMA/SK/XIF2014 tentang jangka waktu
penanganan perkara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014
teatang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding.

b) Adanya kepauban terhadap pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prozedur)
penyelesaian perkara.

¢} Ketersedisan  fasilitas sarana dan prasarana serin  dukungan perangkat
Teknologi Informasi yang cukup.

d) Bertambahnya jumlah Majelis Hakim dan berjalannya kontrol penanganan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalsh
perbandingan antara jumlah perkara yang fidak mengajukan upaya hukum banding
dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari
keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

CERGIE e y Tpleun 02 T TIPS L
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Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persenluse perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding pada tabun 2023 ditargetkan 95 % dari jumlah
pulusen perkara

Tabel 3.5
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023

1 | 199/PdGI202WFA Wip. | |7 Maret 2023 Putus, dikustkanPutusan Tingkat
Pertama

2 | 263/PALG2023/PA. Wip. | 02 Agustus 2023 Putus, dikuatkanPumsan Tingkat
Pertama

3 | 450/PdrG2023/PA Wip. | 14 Agustus 2023 Putus, dikuatkanPurusan Tingkat
Pertama

4 | 699/PALG0ZYPA. Wip. | 07 Scptember 2023 | Putus, dikuatkanPutusan Tingkat
Pertams

Tabel 3.6
Jumlah Perkara yang Diputes Tahun 2023

1 | Januari 43 98
2 | Februnri b1 125
3 | Maret T2 95
4 | April 45 45
3 | Mei 15 [446
& | Juni L2 EL
T | Juli 43 124
8 | Agustus 44 92
9 | September il 108
10 | Cleraber T2 164
11 | Nopember 43 113
1} | Desermber i 134
Total 622 148




lumlah Perkara

B Yang Tidak Mengajsikan
Banding

B Yang Mengajukan Banding

Furelaly perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2023 yang
mengajukan wpays hukwm banding adalah 4 perkara, dan 1,970 perkara yang diputus,
sehinggs realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding -

{((1970-4)/1.970 ) x 100 % = 99,79 %.

Jadi pencapaiannya @ { 9979 7 95 px 100 % = 105,04 %. Dengan demikian,
capaian kinera melebihi target.
|. Pencapaian kinerja pada indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu

target 95 %, sedangkan realisasi sampai dengan 99,79 % .

2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih
lebih yaitu gebesar 4,79 %, dari target 95 % sedangkan realisasinys 99,79 9%
Dengan demikian capaian kinera pada mdikator ini adalah 105 %,

3. Perbandingan antama realisasi serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tabun lalu
dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pads tabel 3.2 di atas.

Jikea divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut
dan tahun 2019 — 2023 sebagai berikut -
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Berdasarkan grafik di aas, pada tahbun 2019 capaian indikator meningkat,
Tetapi pada tahun 2020, 2021 dan 2022, capaisnnya terus menurun dan di tahun
2023 sedikit meningkat lagi, karena target dinaikkan menjadi 95 %.

4. Perbandingan antars realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat
dilihit pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 adalah 99,79 %.
Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 95 %, maka realisasi kinerja sudah
melebihi target

5. Faktor — faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut -

Pengadilan Agama Watampone telah berusaha wituk lebih ransparan kepada
masyarskat dan berupays membenkan putusan yang lebih rasional schingga olch
masyarakil ditenma dan dianggap sebagai suatu keadilan Dengan demikian
tingkal kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone
meningkat.

Persentase perkara vang tidak mengajukan upava hukum kasasi adalah
perbandingan antara jumiah perkara yang tidak mengajukan upayas hukum kasasi
dengan jumlah putusan perkars Indikator mi untuk mengukur jumlah pencan
kendilan yang puas atas putusan penpgadilan.

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara vang tidak
mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2023 ditargetkan 98 % dan jumlah
perkara yang diputus / diselesaikan.

Tabel 3.7
Perkara vang Mengajukan Upaya Hukurn Kasasi Tahun 2023

TEWPILGU20TEPA Wip




Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2023 vang
mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak | perkara, dan 1970 perkara yang
diputus, Hal terscbut berarti 1,969 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Kasasi schingpa realisasi 99,04 %,

L. Pencapaian kinerja pada indikator ini mebebihi target yang telah diletapkan yaitu
target 98 %%, sedangkan realisasi 99,94 %,

2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih
lnhihyaimuhewl.mh:hdmgﬂﬁﬂ%ﬂdmgkmmlimmﬂ PLOCT
Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ind adalah 101,97 %,

3. Perbandingan antars realisasi seria capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atag,

Jika divisualisasi dalam beatk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut
dari tabun 2019 - 2023 scbagai berikut :
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Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2019 capaian indikator meningkat.
Tetapi pada tahun 2020, cepuiannys mengalami penurunan karena tarpet
dinaikkan, Sedangkan pada mhun 2021, capaiannva kembali meningkat, tahun
20322 kembali turun, Namun pada tahon 20023, capaannys mengatami kenaikan,

4. Perbandingan amara realisasi kinega sammpai dengan tabun ini dengan target
jangka menengah vang terdapar dalam dokumen perencanasn strategis dapat
dilihat pada tabel 3.3 di aas,

Pada tabel 3.3, realizasi indikator kinerja pada tahun 2023 adalah 99,949,
Apabila dibandingkan dengan target jangka mencngzh yang terdapat dalam




dokumen perencansan stralegis yaitu mta-ram 98 %, maka realisasi kinerja
melebih target.

3, Adapun faktor-faktor vang mempengarubi keberhasilan tersebut adalah karens
secara umum tingkal kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan / Banding
meningkat.

Indikator kinerja ini bertujuzn untuk menggambarkan indeks kepussan
rasyarakar alas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Berdasarkan tabel
3.1, indikator kinerja index responden pencan keadilan yang puas terhadap layanan
pengadilan ditargetkan 85,

Tabel 3.8
Milai Rata - Rata Unsur Pelayanan

I | Informasi Pelayanan pads unil pelavanan 387 A

2 | Persyarpian Pelayanan yang sesuai 3,582 A

1 | Prosedur’ Alur Pelayanan mudsh diikui 3.58 A
4 | Jangka Wakiu sesusi yang diteiapkan 3,50 A
5 | Tanll Biaya sesum yang ditetapkan 362 A
6 | Sarana preaseran memberikan kenyamanan 3,80 A

7 | Pelugss Pelayanan merespon dengan cepat 3,91 A

§ | Layanan Konsultasi dan Pengaduan mudsh EE3| A

dinkses

Ratu-rata tertimbang 3,85 A

Tabel di atas merupakan nila: rata-rata unsur pelayanan hasil Survey Kepuasan
Masyarnkat (SKM) peniode ke—4 ahun 2023 dari 310 responden. Setelah dilakukan
pengolahan data SKM, diperoleh Index Kepuasan Masyarakat (realisasi) sebesar
96,25,

I. Pencapaian kinerja pada indikator im melebihi target yang telah ditetapkan yaitu
target 83 %, sedangkan realisas 96,25 %




. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpanut selisih
lebibh yaitu sebesar 11,25 %, dari target §5 % sedangkan realisasinya 96,25 %
Dengan demikian capaian kinerja pada mdikator ini adalah 113,23 %

. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu

dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

ika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka eapaian indikator kinerja tersebut
dart tahun 2019 — 2023 scbagai berikut :
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Berdasarkan grafik di atas, capaian indikaror kinegja pada tahun 2019 hingga
2023 berturut-turut meningkat,
. Perbandingan amara realisasi kinerja sampai dengan tabun ini dengan tarpet
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat
dilibat pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 adalah 96,25 %.
Dengan demikian, realisasi pada tahun 2023 melebihi tarpet dan memupakan
capaian yang sangat baik menunet ketenwan dalam Permen PAN dan BB Nomor
l4 tahun 2017, Apabila dibandingkan dengan target jangks menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan sirafegis vaito rata-rata 85 %6, maka realisasi
kinerja melebiha target.

Unmuik lebih jelasnva, berikut adalah wbel nila persepsi, interval TEM,
imterval konversi IKM, mwiu pelavanan dan kinera unit pelayanan menurt
Permenpan BB Mo 14 tahun 200 7;




1 1,00 - 2,59 2506 — 64,99 &) Tidak baik
2 2,60 — 3,06 65,00 — 76,60 C Kurang baik
3 3,07-3.53 76,61 — BE30 [T} Baik

4 3,54 — 4,00 28,31 - 100,00 A Sungar baik

3. Dan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja sebesar 96,25
masuk kategori sangal baik  Adaspun faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan tersebut adalal
u) Target yang ingin dicapai tidak terlalu tinggi, dan menggunaken persyaratan

scbagaimana ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017,

b) Jangka waktu Pemenuhon Persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Permen
PAN dan RE MNomor 14 tahun 20017 cukup memadai pada saai pelaksanaan
survey di thun 2019,

¢) Tingkat permahaman responden terhadap ketentuan dalam Permen PAN dan RE
Nomor [4 tahun 2017 dalam mengisi kusioner cukup tinggi schingga
memungkinkan pengisian kuisioner yang cubup akurat,

d) Wakiu yang memadai bagi surveyor dalam meloksanskan survey dan
membernikan penjelasan kepada para responden juga dapat mempengaruhi
tingkat akurasi data survey.

¢) Pimpinan, selurub hakim dan pegawai, temaga honorer maupun sukarela
berusaha memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat / pencari
keadilan.

o_]- Sasaran 2 : w Efektifitas Pengelolaan Penyelesalan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama
Watampone dalom meningkatkan efektifitas pengelolaan penyvelesaian perkara,
Sasaran ini terdin dari dua indikator kinerja yaitu :

a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu,




b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
Pencapaian targel indikator kinerja pada sasaran tersebut dapat digambarkan
piada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2023 pada Sasaran 11

& Persentnse salingn putusan vang disampaikan ke | W96 | 93,539 03,53%
pira pihak tepat wakty

b. Persentase perkars yang disclesaikan melalui 3% 2 56% B3,33%
fisgi

Hata-Rata Capainn Spsaran I Talun 2023 : RU43%
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Tabe] 3.11

Perbandingan realisasi kinerja sasaran II sampan dengan tahun 2023 dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanzan strategis

a, Persentnze salinan putusan perkara 4ot | T2RL% | 6865 % | T506% | 93,53 %

perd=iz vang dikirim kepada para
pihak tepat wakia.

b. Persentase perkarn yang disclesaikan | 291% | 1,18% | 5959% | 565% 259 %

Analisis atas capaian indikator-indikator di atas adalah sebagai berikut ;

Berdasarkan tabel 3.9, indikator kinerja persentase salinan putusan yang
disampaikan ke para pihak tepat wakto ditargetkan 100 % dari jurnlah perkara yang
dipumes (versiek dan diloar badimya).

Tabel 3.12
Jumiah Perkara Putug yang Disampaikan PBT

| | Jaruari 71 1
2 | Februari &8 7
3 hdaret Bl A
i April 43 2
5 M 126 5
s Jumi T 3
7 Juli 82 3
& | Agushs 13 2
9 | September | &8 &
10 | Dktober 126 15
11 | Mopember 95 4
12 | Desember | 107 i3
dumlah 1056 73
Tatal 1129




Berdasarkan tabel di ams, dari 1.129 perkara vang diputus verstek & diluar
hadirmya, 73 perkara yang penyampaian pemberitahuan isi putusan (PRT) melebihi 3
hari kerja setelah putusan dibacakan, sehingga realisasi 93,53 %4,

| |
| Jumilah Perkara

B Pervpampatan tepat wakiu

i Fenyampaian tidak tepat
wiakiu

|, Pencapaian kinena pada indikator i tidak mencapai target yang telah ditetapkan
vailu target 100 %, namun realisasi hanya 93,53 %.

2. Perbandingan antara target dan realisasi kinera pada indikator ini terpaut selisih
kurang vaitu sebesar 6,47 %, dari target 100 % sedangkan realisasinya 93,53 %
Dengan demikian capaian kinega pada indikator ini adalah 93,53 %

3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tabun lalu
dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada wbel 3.10 di atas,

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja terschut
dari tahun 2019 — 2023 sebagai berikut :

v

Capalan
T hEREARRER
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Berdasarkan grafik di atas, pada tabun 2020 capaion mdikator meningkat,
meskipun belum mencapai target. Namun padn tabun 2021, capaiannya menurun
menjadi 63,65 %. Scdanghkan pada tahun 2022 dan 2023 berturut-lurul capaian
indikator kembali meningkat menjadi 93,53 %,




4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangks menengal yang terdapat dalam dokumen perencanaan strabesns dapat
dilihat pada tabel 3.11 di atas.

Pada tabel 3.11, realisasi kinegja persentase isi putsan yang diterima oleh
para pihak tepat waktu pada tahun 2023 adalsh 93,53 %, Jika dibandingkan
dengan target jangka menengah yang ferdapat dalam dokumen perencanasn
strategis yakni rata-rata 100 %, maka realisasi indikator kinerja tidak METCA ]
target.

3. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian adalah
) Instrumen amar putesan belum berjalan secarn optimal.

b} Rasio jumlah Jurusita / Jurusita Pengganti (2 orang) dengan jumiah perkars
vang dikelola fidak semmbang,

¢) Wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone sangat luas, meliputi 27
kecamatan, dan beberapa kecamatan memiliki kondisi wilayah yang sulit
terjangkau,

Persentase perkars yang diselesaikan melului medinsi adalah perbandingan
jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang
dilakukan mediasi, Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara
melalui mediasi,

Berdasarkan tabel 3.9, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan
melalui mediasi pada tahun 2023 ditargetkan 3 % dari jumlah perkara yang dilakukan
meediast.

Tabel 3.13
Dara Pelaksanaan Medinsi




2 | Februaari 15 1 18 i}
3 | Maret 1l o 12 i
4 | April 4 i b ]
5 | Mci i2 | 7 a
6 | Juni 13 0 13 i
7 | Juli g 0 7 i 1
B | Apustus 1% I 14 ]
9 | September 13 b 15 0
10 | Oktober 15 ] 13 0
11 | Mopember 13 | 10 [}
12 | Degernber 12 i f 0
Jumlbak 156 4 134 L]

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara yang dimediasi pada ahun 2023
schanyak |36 perkara dan yang berhasil didaneaikan hanya 4 perkara, sedangkan 0
perkara masih dalam proses mediasi, sehingga realisasi 2,56 %%.

Jumlah Perkara Yang Dimediasi

o Berhiasil damaid
m Tidak berhasil
o Masih dalam proses

1. Pencapaian kinega pada indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu
targel 3 %4, sedangkan realisasi scbesar 2,56 %a.

2. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja pada indikator ind terpaut selisih di
bawah target yaitu sehesar 0,22 %, dari target 3 % sedangkan realisasinya 2,56 %.
Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 85,33 %.

3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tabun 2023 dengan tahun lalu
dizn beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.10 di aas,

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinea rersebut
dari tahun 20019 - 2023 sebagai berikut ;




Capalan

= 85.33

2022 023

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2019 capaian ndikator meningkat,
Namun pada tahun 2020, capaian menurun menjadi 59 % karena target dinaikkan
sebesar 2 kali lipat. Pada tahun 2021, capatannya kembali meningkat menjadi
297.5 % Tetapi pada tahun 2022 dan tahun 2023 berturui-turut capaian menurun
menjadi 85,33 % karena targel dinaikkan menjadi 3 %.

4. Perbandingan antara realizasi kinerja sampai dengan tabun ini dengan target
jangks menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat
dilihat pada tabel 3.11 di atas.

Pada tabel 3.11, realisasi kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui
mediasi pada tahun 2023 adalah 2,56 %. Jika dibandingkan dengan target jangkn
menengah vang terdapat dalam dokumen perencanaan steategis yvakni rala-rata
2,78%, maka realisasi kinerja kurang dari target.

5. Adapun faktor-fakior vang mempenganuhi keberhasilan tersebut adalah peranan
Hakim Mediator yang maksimal dan adanya itikad baik para pihak berperkarn
dolam menyelesaikan perkara secara damai,

e Sasaran 3 : Meningkainya Akses Peradilan bagi Masyarakat
_ Miskin dan Terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses magyarakat terhadap keadilan teretama bag

masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama Watampone berupaya keras
untuk membenikan solusi yang berkeadilan bagl masyarakat pencari keadilan melalui

indikator-mdikator berkut i ;

i i A —l-:[—..—--_..ﬁln.l

o] Siampone i M
e e e e




a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
b. Persentasc perkara yang disclesaikan di luar Gedung Pengadilan

¢. Persentuse Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Pencapaian target indikator kinerja tahun 2023 pada sasaran tersebut dapat
digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14
Pencapatan Target Indikator Kinerja Tahun 2023 pada Sasaran 11

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. 100% | 100% 100 %

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung 100% | 100% 100 %
Pengadilan.

¢. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 100% | 100% 100 %%
Mendapat Lavanan Bantuan Hukum (Poshakum),

Rats-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 111 ; 100 %
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Tabel 3.16
Perbandingan realisasi kinerja sasaran 111 sampai dengan tahun 2023 dengan target
jungka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stralegis

a. Persentase Perkara Prodeo yang
diselesaikan

b.Persentase perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
di luar Gedung Pengadilan

¢. Persentase Pencari Keadilan 100 % 100 %% 10 %5 106 %5 100 %%
Golongan Tertentu vang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Poshakum)

Analisis atas capaian indikator-indikator di atas adalah sebagai berikut ;

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan bisya / prodeo
adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah
perkara prodeo, Indikator ini untuk mengukur kincrja Pengadilan Agama Watampone
dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu,

Berdasarkan PERMA Nomor | Tahun 2014, penerima layanan pembcbasan
biaya perkara adalah setiap orang atau sckelompok orang yang tidak mampu secara
ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan
pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan,
gugatan, dan eksckusi dalam tabun berjalan berlaku sejak perkars didaftarkan dan
diterima olch Pengadilan.

Berdasarkan tabel 3.14, persentase perkara prodec yang disclesaikan pada
tabun 2023 ditargetkan 100 % terhadap jumlah perkara prodeo. Pada DIPA 04 tahun
anggaran 2013 terdapat anggaran sebesar Rp 19.250.000,- (sembilan belas juta dua




ratus lima puluh vibu rupiah), untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) dengan

target 15 perkara.

Jumlah perkars prodeo yang terlayani selama tahun 2023 sebanyak 89 perkara

(0 perkara prodeo mumi) dengan serapan anggaran sebesar Rp 19.247.000- dan

semua perkara tersebut berhasil diselesaikan, sehingga realisasi 100 %, Dengan

demikian, realisasi indikator kinerja mencapai tarpet.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua perkara prodeo
terscbut dapat diputus atau disclesaikan pada tahun 2023,

2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah sama,
yaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %. Dengan demikian capaian
kinerja pada indikator ini adalah 100 %.

3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.15 di atas,

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator Kinerja tersebut
dari tahun 2019 — 2023 sebagai berikut :

1 1 100 B L

Capaian
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Berdasarkan grafik di atas, pada tabun 2019, indikator kinerja memperocleh
capaian 100 %, target tercapai. Namun pada tahun 2020, capaian menurun
menjadi 96,97 %, Sedangkan pada tahun 2021 sampai 2023, capaiannya kembali
meningkal menjadi 100 %,

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat
dilihat pada tabel 3.16 di atas.

LKGIP R Witompone Takan 2023 ) INVOSENY -




Pada tabel 3.16, realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 adalah 99,08 o,
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis yakni rata-rata 100 %, maka realisasi indikator kinerja tidak
mencapal target.
3. Adapun faktor - faktor yang mempengarshi keberhasilan tersebut adalah
ketepatan perencansan taksiran biaya perkara prodeo oleh Kasir dan berjalannya
kontrol penanganan perkara prodeo dart masing-masing Majelis Hakim,

Persentase perkara yvang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan / zitting plaats
adalah perbandingan anlara jumlah perkara vang diselesaikan Ji luar pedung
pengadilan dengan jumlah perkara yang scharusnys diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam
memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami
hambatan hiaya, fisik maupun geografis dalam menjanghkan tokasi kantor pengadilan.

Pengadilan dapiat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan,
khususnyi untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudab atau bersifat
sederbana, kemudian berdasarkan pada karakteristik  jumiah  perkara, dan
ketegangkauan wilayah, Lokasi penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan
dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemenntah daerah atauw
instansi lain,

Pada tmhun 2023 Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran
penyelenggaraan sidang di luar Gedung sebesar Rp 43.707.000,- fempat puluh tiga
Juta mufuh ratus ujich Fibu rupioh) unmk 17 kegiatan, target 136 perkara, Berdasarkan
tabel 3.14, persentage perkara yang diselesatkan di luar gedung Penpadilan pada
tahun 2023 ditargetkan 100 % erhadap jumlab perkars vang seharusnya diselesaikan
di Juar gedung Pengadilan.




Pelaksinnan Kegiatan Sidang di luar Gedung

Tebel 3.17

1 | Sibulue 2 27 Januari 2023 | Rp 000,
2 | Lamury 2 23 10 Februan 2023 | Rp  5.142.000,-
3 | Dus Boccoe 2 ] |7 Maret 2023 | Rp  5.142.000,-
4 | Libureng 2 11 20 Maret 2023 | Rp  5.142.000,-
5 | Salomekko 1 1 26Mei 2023 | Rp  2.571.000,-
6 | Ajangale 2 17 16 Juni 2023 | Rp  5.142.000,-
7 | Knhu 2 19 14 Juli 2023 Rp 5.142.000-
& | Cenmng 1 11 4 Apustus 2023 Bp  2.571.000,-
9 | Salomekko 2 13 25 Agostas 2023 | Rp  5.142.000,-
10 | Barebbo 1 9 22 September | By 2,571,000,
2023
Total 17 127 Rp 43.707.000,-

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, sidang di lar Gedung vang
dilaksanakan selama tabun 2023 sebanyak 17 kegiatan, menyidangkan 127 perkara
dengan serapan anggaran sebesar Rp 43.707.000,-. Semua perkara yang disidangkan
tersebut berhasil diselesaikan pada saat sidang di luar gedung sehingga realisasi
| 05, targel Tercapai,
|. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua perkara vang

disidangkan tersebut berhasil disclesaikan pada saat sidang di luar gedung,
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah sama,
vaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %. Dengan demikian

capuianmys adaiab 100 %,

3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu

dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.15 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut
diari tahun 2019 ~ 2023 sebagai berikut -
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Berdasarkan prafik di atas, indikator kinerja pada tshun 2019, 2020, 2021,
2022 dan 2023, capaian kinerja tetap 100 %6, warget tercapai.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini denpgan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanasn strategis dapat
dilihat pada tabel 3.16 di atas.

Pada tabel 3.16, realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 adalah 100 %.
Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strabegis vaiu rata-rata 100 %, maka realisasi kinerja
mencEpal arget,

3, Adapun fakior - faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebus ;

a) Terjalin kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama,
Dinas Kependudukan dan Calatan Sipil, seria para pibak pencari keadilan
dalam pelaksanaan sidang keliling,

b) Kualitas sumber daya manusia dan fasilitas di lokasi sidang memadai.

¢) Kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi.

Persentase pencari keadilan golongan tertentu vang mendapat layanan bantuan
hukum adalah perbandingan aniara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang




mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan
terteniu.

Pelayanan Posbakum diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 lentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Penpadilan.
Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari
keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini
masyarakal dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan
advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang
dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Pada DIPA 04 tahun anggaran 2022, Pengadilan Agama Watampone mendapat
alokasi anpgaran sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dengan target
700 jam layanan.

Berdasarkan tabel 3.14, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang
mendspat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2023 ditargetkan 100 %
terhadap jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Tabel 3.18
Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum)

1 | Januari 33 Ep. 0. TE
2 | Februari 63 Rp. 3.495.000,- 94
3 | Maret 63 Rp. 6.291.000,- 82
4 | April 35 Rp. 6.291.000,- 42
3 | Mei 63 Ep. 3495000 - 133
6 | Juni 63 | Rp. 6.291.000.- 03
7 | Juli 63 Ep. 6.291.000,- 114
B | Agustus 63 Rp. 6.291.000,- B9
9 | September 63 Rp. 6.201.000,.- 109
10 | Oktober 63 Ep. 6.201.000.- 114
11 | Nopermber &3 Rp. 6.291.000- 05
12 | Desember 63 Ep. 12.582.000,- T8

Jumilah TiHn Rp. 65.900.000,- 1.121

Dari tabel di atas, jumlah perkara yang terlayani Posbakom selama tahun 2023
sebanyak 1.121 perkara dalam waktu 700 jam layanan dengan serapan anggaran
sebesar Rp 69.900.000,-, Jumlah pencari keadilan golongan tertentu pada tahun 2023
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sebanyak 1.121 orang, dan semuanya terlayani posbakum sehingga realisasi indikator

kinerja sebesar 100 %, tarpet tercapai.

l. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua pencari keadilan
golongan tertentu mendapatkan layanan bantuan hukum.

2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah tidak
sama, yaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %, sehingga capaiannya
100 %,

3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.15 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinetja tersebut
dari tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

i — .
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Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2019, 2020, 2021, 2021 dan 2023,
indikator kinerja memperoleh capaian 100 %, target tercapai.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stralepis dapat
dilihat pada tabel 3.16 di atas.

Pada tabel 3.16, realisasi kinerja pada tahun 2023 adalah 100 %. Jika
dibandingkan denpgan target jangka menengah vang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis yakni rata-rata 100 %, maka realisasi indikator kinerja
mencapai target,

5. Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan terscbut adalah
tanggungjawab pihak pengelola Posbakum yang finggi dan pengawasan pihak
Pengadilan Agama Watampone vang berjalan baik serta tingkat kesadaran
masyarakat tentang keberadaan Posbakum yang tinggi.




Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumiah putusan yang
dilaksanakan tanpa adanya eksckusi. Permohonan cksckusi muncul  akibat
ketidakpathan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi
maks kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakm tinggi, Indikator ini unmk
mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Eksckusi Pumsan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela,
apabila pibak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang
dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Sasaran ini hanya memiliki satu indikator, scbagaimana digambarkan pada
tabel berikut ini -

Tabel 3.19
Pencapaian Target Indikator Kinerga Tahun 2023 pada Sasaran IV

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 100 % B %5 B %
Ditincdaklanjuti {diekselusi).
Rata-Rata Capaisn Kinerja pada Sasaran Strategis 1V : B0 %
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Tabel 3.22
Data Eksekusi

| Permohonan eksekusi vang diterims
Eksekusi vang dilaksanakan

Eksekusi yang dicabut

Eksekusi yang dicoret dan register eksekusi
Sisa vang belum dickscloesi (dalam proses)

(51

| o] e

Berdasarkan tabel di atas, dari § perkara eksekusi yang ditangani selama tahun
2023, ada 4 perkara ekskusi yang dilaksanakan, 0 perkara vang dicabut, dan |
perkara yang masih dalam proses. Dengan demikian realisasi 0 %, target tidak
fercapai,

lumlah Perkara Eksekusi

= Dilaksamakan

u Dicabut

o Dieerel dari register
H Masih dakam prases

1. Pencapaian kinera pada indikator ini tidak mencapai target vang telah ditetapkan
il target 100 %, sedanpkan realisasi §0 %%,

2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih
kurang sebesar 20 %, dari target 100 % sedangkan realisasinya 80 %. Dengan
demikian capaian kinetja pada indikator in adalab 80 %.

3. Perbandingan antara realisasi serts capaian kinerja tahun 2023 dengan tabun lalu
dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.20 di atas,

Jika divisualizasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinera tersebut
dar tahun 2019 — 2023 sebagai berikout |
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Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja pada tahun 2019 capaian
mengalami kenaikan menjadi 100,81 %, melebihi target. Namun pada tahun 2020
capaian kembali menurun menjadi 60 %. Sedangkan pada tahun 2021, capaian
kembali mengalami kenaikan menjadi 62,5 %. Tetapi pada tahun 2022 capaian
kembali menurun menjadi 0 %, dan indikator kinerja di tahun 2023 capaiannya
mengalami kenaikan menjadi 80 %,

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan tarpet
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strutegis dapat
dilihat pada tabel 3.21 di atas.

Pada tabel 3.21, realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 adalah 80 %,
Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapal  dalam
dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100 %, maka realisasi kinerja tidak
mencapai target,

3. Adapun faktor — faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian adalah
a) Perkara 995/Pdi G2020/F A Wip. = berhasil.

b) Perkara S29/Pdt.G/1997/PA. Wip. < berhasil,
¢} Perkara 402/Pdt. G/2019/PA. Wip. =* berhasil.
d) Perkara 369/Pdt.G/1997/PA. Wip. < proses permintaan pengamanan.
e} Perkara 7T80/Pdt.G/2022/PA. Wip. - berhasil,

B. Realisasi Anggaran
Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi vang
transparan, kapabel, efisien dan efektif, maka diperlukan mekanisme pengelolaan
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keuangan yang tepal, sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan, mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, pertanggungawaban sampai pada tahap pelaporan,

Pads Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Watampone menerima DIPA
dart Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : SP DIPA-
(05.01.2.307509/2023 tanggal 30 Nopember 2022 sejumlah Rp 13.201,341.000 -
(tiga belas milvar dua ratus sembilan puluh sty juta tiga rate empal puluh sat
rilni rughicls). Namun setelah revisi pengurangan belanja pegawai dan belanja sowa,
anggaran menjadi Rp 10.373, 445.000,- (sepuluh milyar tign ratus tujuk puluh tiga
Jjula entpat ratus empat puluh lima riby rupiah),

Sedangkan uniuk DIPA dari Direkforat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI dengan Nomor @ SP DIPA- 005.04.2.309076/2022 tanggal 30
Nopember 2022 sejumlah Rp 183.357.000 - (seratus delapan puluh tiga juta figa
rarus fima puluh ogfuh ribe rupiakh).

Dengan demikian, jumlah anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Agama
Watampone Tahun 2023 yang merupakan akumulasi dari 2 (dua) DIPA tersebut
adalah sebesar Rp 10.556.802.000,- (repuluh milvar lma ratus lima puluh enam juia
delapan ratus dua ribu rugiak).

Untuk mengukur realisasi kinerja anggaran Pengadilan Agama Watampone
pirds Tahun 2023 dari anggaran yang terdapat dalam DIPA, moaka ada tiga sasaran
indikator kinerja yang menjadi tolak ukur, yailu persentase penyerapan belanja
pegawal, persentase penyerapan belanja barang dan persentase penyerapan belanja
maoxdal.

Realisasi anggaran dari tiga sasaran kinega yang menjadi tolak ukur tersebat
dzpat digambarkan sebagai berikul
1. Belanja Pegawai

= Pagu anggeran (setelah revisi) sehesar = Rp, §.729,516.000,-

- Realisasi sehesar = Rp. 8, 183.847.190,-

- Siza anggaran sebesar = Rp. 545.668 810,-

= Persentase penyerapan anggaran sebesar = 93,75 %

= Persentase siza anpparan sehesar = 625 %%

Kalau dibandingkan realizasi kinerja anggaran pada sektor belanja pegawai
antara Tahun 2023 dengan 4 tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, 2021, 2020, dan
2019, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :




a) Realisasi Kiverja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023 dapat dilibat pada
grafik berikut :

Reallsasi Anggaran Belanja Pegawal Tahun 2023
545,668,810 0,10%

o Reallsasi
B Sha anggaran

53,50 %

| LA

b} Realisasi Kinerja Anggarun Belanja Pegawai Tahun 2021
= Pagu anggaman (setelah revisi) schesar = Rp. 11.654.642.000,-
Realisasi sebesar= Rp. 11.642.774.259,-
- BSisa anggaran sebesar = Rp. 11.867.741,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,90 %
- Persentase sisa anggarsn sebhesar = 0,10 %
Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2022
11 BE67, 741

= Realisasi !

0 5isa anggaran

¢} Realizasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tabun 2021
- Pagu anggaran (sctelah revisi) sebesar = Rp, 100748097000, -
- Roealizazi sebesar = Hp, 10309715814~

- Bisa anggaran sebesar = Ep, 438,378, 186,-




- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 95,92 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 4,08 %
Sebagraimana ditunjukkan dalam prafik berikowt ;

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahon 2021
438,378,186

6,87 %

W Realisasi

10,309,718, 814 | Sisa anggaran

d) Realisas: Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2020 :
- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 12.451. 762,000,
- Realisasi sebesar = BEp. 11.596.900.154,-
- Siza anggaran sebesar = Rp. £54.861 846,
- Persentase penyerapan angparan sebesar = 93,13 %
- Persentase giga anggaran sebesar = 6,87 %
Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut ;

Realisasi Anggaran Belanja Pegawal Tahun 2020
| 854,861 844

B.ET ¥

B Realisas anggaran
¥ Sisa anggaran

93,13 %

2} Realizasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawnl Tahun 2019
- Pagu angparn (setelah revigi) sebesar = Rp. 12.300.916,000,-
Eealisasi sebesar = Rp. 12.300.867,004,-




= Sisa anggaran sebesar = Rp. 48 994 -

- Persenlase penyerapan angparan sebesar = 90 9904 %,
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,0004 %,
Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikus -

Realisasi Anggaran Belanja Pegawal Tahun 2019
AR 595 0,0004 %

|
& Reaiisasi anggaran

® 5isa amggaran

Dar gambiaran tersebut di atas menunjukkan balwa perscniase penyerapan
anggaran belanja pegawai tahun 2019 mengalami kenaikan senilai 0,0035 %,
bahkan nilai penyerapan tersebut hampir mendekati nilai 100 %. Namun pada
tahun 2020, penyerapan menurun sehesar 6,8696 %, Begitu pula pada mhun 2021,
penyerapan meningkat sebesar 2,79 %. Sedangkan pada tahun 2022, penyerapan
anggaran meningkal sebesar 3,98 %. Begitula pada tahun 2023, penyerapan
AnEEaran menuran sebesar 6,15 %,

2, Belanja Barang
a). Untuk DIFA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi MA-RI
Realisasi Kinerja Anggaran Penpadilan Agama Watampone pada sektor
belanja barang tahun anggaran 2023 uwntuk DIPA Unit Organisasi Badan
Urusan Administrarasi MA-RI adalah -
- Pagu anpgaran sebesar = Rp 1.630.720.000,-
- Realisagi sebesar = Rp 1.630.700.810,-
- Bisa anggaran sebesar = Bp, 19.190,-
- Pementase penyerapan anggaran schesar = 100%
Persentase sisa anggaran sebesar = 094




Kalau dibandingkan dengan rcalisasi kinerja anggaran pada sektor
belanja barang antara Tahun 2023 dengan 4 tabun sebelumnya yaity tahun
2022, 2021, 2020, dan 2019, maka dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2023 dapat dilihat pada
grafik berikut :

| Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2023
19190 @

B Aealisas]
B 5&=a anggaran

2} Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2022
- Pagu anggaran sebesar = Rp 1.765.274.000,-

Realisasi sebesar = Bp 1.765.261.332 -

Sisa anggaran scbesar = Kp. 12.668,-

Persentase penyerapan anggasan sebesar = 99,9993 %

Persentaze siss anggaran sebesar = 0,0007 %

Sebagaimana ditanjukkan dalam grafik berikous :

Realizasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2022
12 658 00,0007 %

= Realisasi
8 553 ANggaran

99, 9993 %

3} Eealisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tabun 2021 :




Pagu angparan (setelah revisi) sebesar = Rp 1.415,384,000,-
Realisasi sebesar = Rp 1.412.123.364,-

Sisa anggaran sebesar = Rp. 3.260.632,-

Persentase penyerapan anggaran sehesar = 90, 77 %
Persentaze sish angyraran sebesar = (3,23 %

Sehagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut -

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2021
3260632 0,23%

W Realisasi
i Sisa anggaran

09,7 H

4) Realizasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Talun 2020 :

Pagu anggarun (sctelah revisi) schesar = Rp 1.436.267.000,-
Realisasi schesar = Rp 1.435.822.273,-

Sisa anggaran sebesar = Kp. 444 727 -

Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,97 %
Persentase sisa anggaran sebesar = 0,03 %

Scbagaimana ditunjukkan dalam grafik berikur :

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2020
L8404, 148

2,99 %

u Aealisasi
m Sisa anggaran




5) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2019 .
- Pagu anggaran (sctelah revisi) sebesar = Rp. 950,268,000,
- Realisasi sehesar = Rp. 921.863_852,-
- Siza anggaran schesar = Rp.  28.404. 148, -
= Porsentase penyernpan anggaran sebesar = 97,01 %
- Persentuse sisn anpparan sebesar = 2,99 %
Sebagaimans ditunjukkan dalam grafik berikout ;

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2019
28,404, 148

4,00%

B Bealisasi

W 5ita anggaran

LrO1%

Dari gamnbaran tersebut di atas menunjukkan bahwa jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 penyerapan anggaran meningkat
schesar 2,96 %. Sedangkan pada tahun 2021, penyerapan anggaran menurun
scbesar 0,2 %, Namun pada tahun 2022, penyerapan angguaran kembali

meningkat sebesar 0,2293 %. Sedangkan pada tahun 2023, penyerapan
anggaran kembali meningkat sebesar 00007 4.

b). Untuk DIFA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI
Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sckior
belanja barang tahun anggaran 2023 untuk DIPA Unit Organisasi Badan
Peradilan Apama MA-RI adalah :
- Pagu angparan sebesar = Rp, 183.357.000 -
- Realisasi sebesar = Rp. 183.254.000,-
- Sisa anggaran sehesar = Rp. 103.000,-
Persentase penyerapan anggaran sehesar = 99, 94%




Persentase sisa anggaran sebesar = 0,06%

Kalau dibandingkan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja barang
antara tahun anggaran 2022 dengan 4 tahun anggaran sebelumnya yaity tahun
2021, 2020, 2019, dan 2018 wntuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan
Agama MA-RI, maka dapat didijelaskan sehagai berikut :

Realisasi Kinera Anggaran Belanja Barang Tahun 2022 dapar dilihat
pada gratik berikut :

Realizasl Anggaran Tahun 2023
0.06%

103,000

| Realisasi
W Sisa angparan

99,04%

|} Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2022 :
- Pagu anggaran sebesar = Rp. 222.553.004,-
- Realizasi sebesar = Rp, 222.520.870,-
= Sisg angparan sebesar = Rp. 32.130,-
- Persenfase penyerapan anggaran sebesar = 99 985 3
- Persentnse sisa anggaran schesar = 0,014 %%
Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :




Realisasi Anggaran Tabun 20022

35,13} 0,014 %

& Reallsas

B 5isa anggaran

95,986 %

2) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2021 :
- Pagu anggaran sebesar = Rp. 179.978.000,-
Realisasi sebesar = Rp. 179.878.000,-
Sisa anggnran sebesar = Rp, 100,00.-
- Persentase penyerapan angparan sebesar = 99 94 9
Persentase sisa anggaran schesar = 0,06 %%
Schagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut -

Realisasi Anggaran Tahum 2021

A poex

B R=aksasi
B Sisa arggaran

89,04 %

31 Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2020 ;
a. Pagu anggaran schesar = Rp. 154.000,0060,-
b. Realisasi sebesar = Rp, 154.654.050,-
¢ Sisa anggaran sebesar = Kp. 3,950 -
d, Perseniase penyerapan anggaran sebesr = 99,996 S
¢. Persentase sisa anggaran sehesar = 0,004 %




Sebapaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :

Realisasi Anggaran Tahun 2020

5350 5opqw

B Heaksasi
B Sisa argparan

9,996 %

4) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2019 :
- Pagu anggaran sebesar = Rp, 167.960,000,-
Realisasi sebesar = Rp, 167.960.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 0,-
Persentase penyerapan anggaran sebesar = 100 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0 %
Sehdgaimana ditunjukkan dalam grafik berikut

Realisasi Anggaran Tahun 2019
n

0%

® Fealisasi
 Sisa anggaran

100 %

—_—

Dari  gambaran  tersebut di atas menunjukkan  bahwa  persentase
penyerapan anggaran belanja barang tahun 2008 untuk DIPA Umt Organisasi
Badan Peradilan Apgama MA-RI mengalami kemaikan sebesar 2.7 %
Sedangkan pada tahun 2020, penyerapan anggamn menurun sebesar 0,004 %,

Tetupi pada tahun 2021, penyerapan anggaran kembali menurun sebesar




0,956%. Begitu pula pada tahun 2022, penyerzpan anggaran kembali naik
sebesar 0,946 %o. Sedangkan pada tahun 2023, penyerapan anggaran kembali
nuik sehesar 0,0593 %,

3. Belanja Modal
Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor
belanja modal untuk tahun anggaran 2023 adalah :
- Pagu anggaran sebesar = Rp. (.-
= Realisasi sehesar = Rp. 00,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 0.-
- Persentase penyerapan anggaran sebesiar = 0 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = (0 %

Kalau dibandingkan realisasi kinefja anggaran pada sektor belanja modal
antara tahun anggaran 2023 dengan 4 tahun anggaran sebelumnya vaitu tahun
2022, 2021, 2020, dan 2019, maka dapat dijelaskan sebagai berikut ;

Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2023

Rp. 0
0%

= Realisas)
® Sisa anggaran

0%
Rp.0

a) Realisasi Kinerga Anggaran Tahun 2022 ;
- Pagu anggaran sebesar = Rp 1 18000000~
= Realisasi sebesar = Kp. 117.992.500,-
= Sism anggaran sebesar = Rp, 8.000 -
- Pemseniase penyerapin angparan sebesar = 99,949 %
«  Persentase sisa anpgaran sebesar = 0,01 %

b) Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :




Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2022

B Realisasi
1§ 5isa angEaran

99,90 %

Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2021 :

Pagu enggaran sebesar = Rp 65.000.004,-

Realisasi sebesar = Rp. 64.950, 500, -

Siza anggaran sebesar = Rp. 49,500, -

Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,92 %
Persentase sisa anggaran sebesar = 0,08 %

Sebagaimana ditunjukkon dalam grafik berikut

Realizasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2021
49,500

0,08 %

® Realica

B Sisa anggaran

99,92 %

¢} Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2020 :

Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp 255.000,000,-
Realisasi sebesar = Rp. 254,750,000,

Sisa anggaran sebesar = Bp, 250,000, -

Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99.9 %




Persentase sisa angpgaran schesar= 0,1 %

Healisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2020
A50,000

01 %

W Healsasi
B 3isa anggaran

99.0%

»

d} Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2019 ;
Pagu anggaran {setelah revisi) sebesar = Rp. 173.000.00,-
- Fealisasi sebesar = Rp, 173000, 000,
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 0,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 100 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0 %

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2019
4]

0%

B Realisasi
W Sisa anggaran

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa tahun 2019, penyerapan naik
schesar 0,33 %. Namun pada tahun 2020, penyerapan anggaran kembali
menurun sebesar 0,1 %. Sedangkan tahun 2021, penyerapan kembali naik
sebesar 0,02 %, Begitu tahun 2022, penyerapan kembali naik sebesar 0,07 %,




A, Kesimpulan

Sebagan tundaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pewnjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, maka dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban terscbut, setiap
stansi pemenmtah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian kinerjo
dan sasaran strategis organisasi kepada pimpinan dan publik, yang dituangkan dalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintnh (LKjIP). Berdasarkan Sistern Akuniabilitas
Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan LEJIP dilakukan melalui proses
penyusunan rencana stralegis, pemyusunan rencana kinetja, penétspan kinega dan
pengukuran kinerja.

Pengadilan Agama Watampone memiliki komitmen dan tekad vang kuat untuk
memberikan laporan pelaksanasn manajemen kinerja organisasi yang berorientasi
pada hasil, baik berupa oufpuf maupun osfecme dan prinsip transparansi dan
akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksansan reformasi birokrasi
dolam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan, yaitu “Terwwjudnpa Pengadilan
Agama Watampone Yang Agung ™.

Sejalan dengan im, laporan akuntabilitas kinesja Pengadilan Agama
Watampone Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran tentang
pencapaian kinerja Penpadilan Agama Watampone vang memapakan  wujud
transparansi dan akuntabilitas dar pelaksanaan tugas dan fungsi,

Beérbagai kebijakan vang felah diambil oleh Pengadilan Agama Watampone
pada periode ahun 2023 sertoe program dan kegiotan yang sudah dilaksanakan, telah
membukiiken bahwa Pengadilan Agama Watampone bertekad kuat untuk menjaga
integritas dan akuniabilitasnva sebagal lembags yvudiketif sekaligus mengemban
kepercayaan publik sebagni benieng terukhir penegakan keadilan. D4 bidang tcknis
peradilan, hal ini ditunjukkan dengan kinerja yang luar biasa dalam penanganan
perkara yang merupakan core businexs dari lombaga peradilan. Selain itu Pengadilan




Agama  Watampone totap  konsisten dalam  memberikan  pelayanan  hukum
pembebasan biaya perkara kepada masyarakal miskin, Pos Bantusn  Hulum
(Posbakum), sidang di luar gedung dan sidang pelayanan terpadu bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan.

Meskipun masih ada indikator kinefa yang belum mehcapai larget yang
ditctapkan, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja
Pengadilan Agama Watampone tahun 2023 kalau dirata-ratakan secara keseluruhan
adalah sebesar 94,22 %,

LEjIP Tahun 2023 ini diharapkan menjadi salah satu instrument objelaifl dan
Juga mat: rantai yang tidak terpisabkan dani kesempumaan instrumen lainmya
(Renstra, Indikator Kinerja Ulsma, Pegjanjian Kinerja dan Evaluasi LEjIF).
Informasi capaian dan permasalahan yeng ditwangkan dalam laporan kinerja akan
menjadi bahan perbaikan di tabun berikutnya.

B. Saran
Selelah dilakukan analisa dan kajian atas Rencana Kinerja Tabun 2023, adapun
suran-saran yang dapat diberikan sebagan berikut;

L. Lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP pada Pengadilan Agama Watampone,
mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Einerja
Ltama, Penetapan / Perjanjian Kinerja dan Penganggaran, antara lain ;

& Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen
perencanaan laimnya, seperti Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja,

b. Untuk tahun mendastang dipersiapkan penerapan sistem pengukuran dan
pengumpulan data kinetja yang handal, termasuk penetapan indikator kinerja
yang berbasis owlcome, schingga Pengadilan Agama Watampone dapat
memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.

2. Perlu lebih mempertajam dalam perencanaan program dan anggaran agar target
vang telah ditentukan dapat tercapm secam maksimal,

3, Menjadikan capaian sasaran dalam LEGIP Tabun 2023 ini sebagai alat masukan
dalam proses pengambilan kepumsan guna meningkatkan kinerja Pengadilan
Agama Watampone,

4. Dalam pemyusunan LEjIF di tahun mendatang perfu tetap memperhatikan hasil
Evaluasi Penetapan Kinerja,
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KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

REPUEBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR 164 /KPA.W20-A2/0T.01.2/XI11/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE REPUELIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggung jawaban kinerja suatu  instansi  dalam
mencapal tujuan / sasaran strategis instansi, vang dalam
penyvusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan;

. Bahwa agar dalam penyusunan dokumen Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [(SAKIF)
terscbut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi
dan memenuhi standar penyusunan scbagaimana yang
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan,
maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen SAKIP;

. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat

Keputusan ini  dipandang mampu dan cakap
melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Fembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

. Peraturan Presiden Rl Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Desipn Reformasi Birokrasi 2010-2025;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Megara dan Reformasi Birokrasi MNomor
PER/OU/M.PANSOS /2007  tentang  Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama;

. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

004 /SEK/BK/1/2010 tentang Indikator Kinerja Utama
Mahlkamah Agung R.I;

. Peraturan Pemerintah Momor & Tahun 2006 tentang

Pelaporan Kevangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Eedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Feformasi Birokrasi RI Momor 533 Tahun 2014 tentang



Menetaplkan

Pertama

Kedus

Ketiga

Keempat

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinera Instansi
Pemerintah;

% Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi Alas Implementasi Bislem
Akuntahilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

1l.S3urat  Sekretaris Mahkamah Agung RI  Nomoer
2877 (SEK/OT.01.1/12/2022, tanggal 14 Desember 2022
tentang Penyampaian Dokumen SAKIP,

MEMUTUSEAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
TENTANG PENUNJUEKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM AHUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIF) TAHUN 2023 PENGADILAN AGAMA
WATAMPONE:

Dokumen SAKIP tersebut terdini dari Reviu Indikator Kinerja
Utama [IKU), Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-
2024, Revisi Rencana Kinerja [RK} Tahun 2023, Perjanjian
Kinerja (PK) Tahun 2023, Laporan Kinerja Instansi
Pemenntah (LEjIF) Tahun 2022, dan Rencana Aksi Kinerja
Tahun 2023;

Menunjuk yang namanya tersebut pada Lajur 2 dalam
jabatan sebagaiman tercantum dalam Lajur 3, sebapai Tim
Penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP} Tahun 2023 Pengadilan Agama
Watampone dan bertugas sebagaimana tersebut dalam Lajur
4 dalam daftar Lampiran Surat KEeputusan ini;

Tim tersebut bertugas scjak tanggal ditetapkan keputusan
ini dan berakhir setelah selesai  seluruh  kegiatan

penyusunan dokumen SAKIP Tahun 2023 Pengadilan Agama
Watampone;

Keputusan ini berlaltu semak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan seperbunya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal 1 22 Desember 2023
S LY




Lampiran Keputuain Keiun Pengadilan Agama Watsmpone
Mumcer 16y KEA W20 A2 O G301 22N
Tangeal © 22 Desémber 031

SUSUNAN PENUNJUKAN TIM PENYUSUN

DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
[SAKIP) TAHUN 2023 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NO NAMA / NIP JABATAN  SEBAGAI

l. | Dra. Hj. Heriyah, 5.H., M.H. Ketua Ketua Tim
NIP. 19671231 199303 2 108

2. | Hadrawati, S.Ag., M.H.I Wakil Ketua Wakil Ketua
NIP. 19730131 199802 2 003

3. |Lukman Patawari, S.H. Panitera Koordinator
MIP, 19690718 199803 1 003 Kepaniteraan

4. | Muniroh Nahdi, 5.H., M.H. | Bekretaris Koordinator
NIP. 19671210 199903 2 003 Kesekretariatan

5. | Ninik Hartini Mansyur, 8.H,, M.H | Kasubbag. Sekretaris
NIF., 19810205 200901 2 005 Perencanaan, TI,

dan Pelaporan

6. | Hayad Jusa, 3.Ag. Panitera Muda Anggota
NIP. 19670801 1992031003 Hukum

7. | Andi Suardi, 3.Ag. Panitera Muda Anggota
NIP. 19731105 200112 1 001 Gugatan

&. | Bintang, S.H. Panitera Muda Angpota

NIP. 19700912 199203 1 004

Permohonan

1

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
EPUBLIK INDONESIA




Lampiran Eepuaiisan Ketas Pengadilon Agenin Weiampone
Momsor ;1649 KPS W 20-AZ 0T AN RO
Temggal - 33 Desemlwr A)35

STRUKTUR TIM PENYUSUN
DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) TAHUN 2024 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Dra. Hi. Henyah, 5.H.. M.H.

Hadrawati, 5. Ag., M.H.L

Lukman Patawari, 5.H,

Mumiroh Mahdi. 5.H.. M.H.

Minik Harting Manssvur, S.H., M.H.

I. Hayad Jusa, 5.Ag,

2. Andi Buardi, 5. Ag.

3. Bintang. 5.H.

4. Breend Benny Dhammawan, 5.,
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KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

REPUEBLIK INDONESIA

HEPUTUSAN EETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR 138.a/KPA.W20-A2/ BK.OT1.6/1X/2023

TENTANG

FENUNJUKKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
FADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE,

Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung Rl Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang
Penetapan Indikator Kinerfja Utama (IKU) pada
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat
Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, maka perlu
dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Agama Watampone agar selaras dengan Indikator Kinerja
Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, perlu
dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Agama Watampone:

Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini
dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan
tugas tersebuat;

. Undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;

. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2005 tentang Sekretariat Mahlkamah Agung;

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 80);

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU] di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi



Menetaplan

Hesarty

Kedua

Keempat

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Fetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR

KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran
keputusan ini untuk menjadi Tim Reviu Indikaior Kinerja
Utama Pengadilan Agama Watampone;

Tugas dan Kewajiban Tim Reviu adalah melakukan reviu

terhadap Indikator Kinerja Utama sesuai dengan ketentuan
yang berlako;

Tim teracbut bertugas sejak tanggal ditetaplkan keputusan
ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan
penyusunan dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Agama Watampone Kelas | A:

Keputusan inl mulai berlaku sejak tanggal ditetaplkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaili sebagaimans mestinya.

: Watampone
: b September 2023

Lappiran Eepatuasn Ketas Pengedilun Agamn Watampone



Ramor 1 13%a KPAW 20-42 0T 1.6, 167 5033
Targganl 1 6 Seprember 3023

SUSUNAN PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Kebijakan

NO NAMA / NIP JABATAN SEBAGAT
l. | Dra, Hj. Heriyah, S.H., M.H. Ketusa Ketua Tim
MIP. 19671231 199303 2 108
2. | Hadrawati, S Ag., M.H.I Walkil Ketua Walkdl Ketua Tim
NIP. 19730131 199802 2 003
3. | Luliman Patawari, 3. H, Panitera Koordinator
NIP. 19620718 199803 1 003 Kepaniteraan
4. | Muniroh Nahdi, S.H., M.H. Sckretaris Koordinator
NIP. 19671210 199903 2 003 Kesekretariatan
5. | Ninik Hartini Mansyar, $.H., M.H Kasubbag. Bekretaris
NIF. 19510205 200901 2 005 Perencanaan,
Tl, dan
Pelaporan
6, | Hayad Jusa, 8 Ag. Panitera Muda | Anggota
HIP. 19670801 199203 1 003 Hulam
7. | Andi Suardi, 5. Ag. Panitera Muds Anggota
NIP. 19731105 200112 1 001 Gugatan
8. | Bintang, 3.H. Panitera Muda | Anggota
HIF, 19700912 199203 1 004 Permohonan
9.. | Breend Benny Dharmawan, S.E. Klerek - Anggota
NIP. 19900805 202203 1 004 Penelaah Teknis




Lumpiran Buzat Kepurusan Ketua Aphmen Wataeapone
Romeor | 130 KPA W20-A2 /OT1.6, 1% 2023
Tanggal | & Beplember 2023

STRUKTUR TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
FPENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Dwa. Hi. Herivah, 8.H., M.H.

Hadrawati, $.Ag, M.ILL

Lukman Patawari, 5.1

Muniroh Nahdi, 8.H., M.H.

Nmik Hartini Manesyue, S, H., M.H.

|. Hayad Jusa, 5.Ag,
2, Andi Suardi, 8. Ag.
3. Bintang. 5.H,

4. Breend Benny Dhammawan, 5.5,

'i’i'-i-* PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
s ' H_;‘j::.!- K INDONESLA

el
et




PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR 139.a/KPA.W20-A2/SK.OT/IX/2023

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Menirmbang

Mengingat

Memperhatikan

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

HETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE,

Babhwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan
pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/3/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama {TEL)
Instansi Pemerintah;

Bahwa denpan berakhimya masa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (EPJM) Tahun 2010 - 2014, dan
dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Tahun 2015 - 2019 maka Pengadilan Agama
Watampone perlue menetapkan Indilkator Kinerja Utama;

Undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang - undeng Momor 48 Tahun 2009  (eniang
Kekuasaan Kehaldmen;

Undang-undang Nemor : 50 Tahun 2000 entang
perubahan kedus atas Undang-undang Nomor @ 7 Tahun
18989 tentang Peradilan Agamal

Peramiran Pemerintah Nomor @ B Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instans Pemerintah;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Heempat atas Peramuran Mahkamah Agung
Momer 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kema
Kepaniteraan dan Keaekretariatan Peradilan;

Peraturan Menteri Megara Pendayagunasn Aparatur
Megara  Nomor PER/9M.PAN/S5 /2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinera,

Surat  Sekretaris  Mahkamah Agung Nomor 173/
SEK/SK/1/2022 tentang Penctapan indikator Kinerja
Utama [IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahleamak
Agung Republik Indonesia,

SH Reviu Penetepan Indikator Kinega Utama Mahkamah
Agung Momor @ 120/KMA/SK/V1/202]1 tentang Penctapan



Memperhatikan

Menetapkan

Kesarug

Kedua

Ketipa

Pengadilan Tingkat Pertarma di Lingkungan Mahkamah
Agung Republik Indonesia

SK Reviu Penetepan Indikator Kinerja Utama Mahkamak
Apung Momor ; 120 /KMA/SK/VI1 /2021 tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung  Republik
Indonezs

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN HKETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

TENTANG PENETAPAN REVIU INDIEATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Indikator Kinerja Utama sebagaimans  tercantum dalam
lampiran  keputusan ini merupakan scuan kinemja  yang
digunakan oleh Pengadilan Agama  Watampone, untuk
menelapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian
Kinerja dan penyusunan Laporan Emerja Instansi Pemerintah
ILEJIF} serta melakukan evaluasi pencapainn kdimeerga

Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinera Utama
bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di
Lingkungan MA Rl dan Pengadilan Agama Walampone
agar telap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunalan
untilk mengulur kinerja, pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Aditerapkan di : Watampone

FaGPadiwngeal & September 2023
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REMNCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
NO.MFKPA.W20-A2/ OT1.6/X11f2023
Pengadilan Agama Watampone

terhadap Putusan Pengadilan

Agama yang Ditindak lanjuti {Dieksekusi)

No. Sasaran Strategis indikator Kinerja Target |
[ Terwujudnya Proses Peradilan | Persentase Perkara Perdata Agama yang 92 |
yang Pasti, Transparan dan diselesaikan Tepat Waktu
Akuntateel
Persentase Perkara yang Tidak 45
Mengajukan Upaya Hukum Banding
Persentase Perkara Yang Tidak 98
Mengapikan Upaya Hukum Kasasi
| Index Persepsi Pencari Keadilan Yang 85
Puas Ferhadap Lavanan Peradilan
2. | Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara 100
Pengelolaan Penyelesaian Pardata Agama yang disampaikan ke parg
Perkara Pihak 1epat waktu
Persentase Perkara yang Diselesaikan 3
raelalui Mediasi
3. | Meningkatnya Akses Peradilan | Persentase Perkara Prodec yang 100
bagi Masyarakat Miskin dan Diselesaikan
Tarpinggirkan Persentase Perkara yang Diselesalkan di 100
Ludr Gedung Pengadilan
Persentase Pencari Keadilan Golongan 100
Tertenmtu yang bMendapat Lavanan
Bantuan Hukum [Posbakum]
4. | Maningkatrya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata 100
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